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Keberadaan Yayasan dalam masyarakat untuk mencapai kegiatan,
maksud, dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan
kemanusiaan telah berkembang pesat dan makin beragam coraknya.
Sehubungan dengan hal tersebut untuk menjamin kepastian dan
ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai
pranata hukum dalam rangka mencapai kegiatan, maksud, dan
tujuannya, telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
tentang Yayasan, agar tetap diakui sebagai badan hukum. Namun
sampai saat ini banyak Yayasan yang belum menyesuaikan Anggaran
Dasarnya berdasarkan Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu
perlu diberikan kesempatan kepada Yayasan-Yayasan yang ada untuk
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